BUPATI BOALEMO

PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 65 TAHUN
2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang :

e s e

TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOALEMO,

bahwa dalam rangka upaya Pemerintah Daerah mendukung
kegiatan keagamaan, khususnya kegiatan yang terkait dengan
manasik haji sampai dengan keberangkatan calon jamaah haji dari
Kabupaten Boalemo Tahun 2018, maka diperlukan dukungan dana
dalam APBD untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud,;

bahwa untuk memenuhi kebutuhan Anggaran Satuan Organisasi

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka

';.jperlu dilakukan pergesaran anggaran Antar Unit Organisasi
__sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

iﬁbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

“huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo

S — itentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Boalemo

R,
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#
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Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tarr;bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);

. Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan

“Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang
Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang
Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
S, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang — Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090j;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor
4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
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Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5 165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 19);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang

Pedoman Teknis Badan Pelayanan Umum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
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Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 541);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 807);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 825 );

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312 );

Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2011
tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran
Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 171);

Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Boalemo Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 173);

Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran
Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 302);
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Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 7 Tahun 2017
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018 ( Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun
2017 Nomor 7 );

Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 1 Tahun 2018
tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Kabupaten Boalemo Kepada Pihak Ketiga ( Lembaran Daerah
Kabupaten Boalemo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 307 ));

Peraturan Bupati Boalemo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pergeseran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten
Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2013 Nomor
393);

Peraturan Bupati Boalemo Nomor 65 Tahun 2017 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017
Nomor 675).

Memperhatikan : Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo
Nomor :170/DPRD/189/VII/2018 Tanggal 30 Juli 2018 Perihal

Menetapkan

Persetujuan Pergeseran Anggaran.

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT
ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 65 TAHUN 2017
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Bupati Boalemo Nomor 65 Tahun 2017 Tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita

Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 Nomor 675) diubah sehingga sebagai berikut :

Pasal 1
1. Belanja
a. Belanja Tidak Langsung :
1) Belanja Tidak Terduga
Semula Rp. 1.000.000.000,-
Bertambah /berkurang Rp. (229.370.000,-)

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah

perubahan

Rp 770.630.000,- 4




v
b. Belanja Langsung
1) Belanja Pegawai
Semula Rp. 55.801.926.627,-
Bertambah /berkurang Rp. (189.648.250,-)
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 55.612.278.377,-

2) Belanja Barang dan Jasa

Semula Rp.151.048.557.235,-

Bertambah /berkurang Rp. 5.498.406.871,-

Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah

Perubahan Rp.156.546.964.106,-
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Di tetapkan di Tilamuta
Pada tanggat” 30 ) U4 2018
BUPATI BQALEMO

DARWIS MORIDU

Di undangkan di Tilamuta
. ada tanggal 20 JJuli 2018
SEKRETARIS DAE KABUPAT

PEMBINA UTAMA MADYA
Nip. 19650725|198801 1 002

( BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2018 NOMOR I{. ")



